
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan · 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); ~ 

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan · Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5657); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat · II Salatiga dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 

6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang · 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daetah (Lembaran Daerah 
Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2); 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah 
Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018,' perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

WALIKOTA SALATIGA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA 
NOMOR 41 TAt-\U.}J !W lr 

WALIKOTA SALATIGA 
PROVINS! JAWA TENGAH 



3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Rp 35~389.912.000,00 
b. Pengeluaran Rp 0,00 

.Jumlah Pembiayaan Neto Rp 35.389.912.000,00 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan Rp 0,00 

Rp· 923.362.432~000,oo 
Rp (35.389.912.000,00) 

.Iumlah Belanja 
Surplus/ (Defisi t) 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

u Belanja Pegawai Rp 402.620.100.000,00 
2) Belanja Bunga Rp 0,00 
3) Belanja Subsidi Rp 0,00 
4) Belanja Hibah Rp 10.537.400.000,00 
5) Belanja Bantuan 

Sosial Rp 3.334. 950.000,00- 
6) Belanja Bagi Hasil Rp 0,00 
7) Belanja Bantuan 

Keuangan Rp 616.650.000,00 
8) Belanja Tidak 

Terduga Rp 1.000.000.000,00 
.Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 418.109.100.000,00 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp 65.362.075.000,00 · 
2) Belanja Barang dan 

Jasa Rp 257.475.425.000,00 
3) Belanja Modal Rp 182.415.832.000,00 

.Jumlah Belanja Langsung Rp 505.253.332.000,00 

Rp 212.302.596.0d-0,00 
Rp 565.859.758.000,00 
Rp 109.810.166.000,00 
Rp 887.972.520.000,00 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
terdiri atas: 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah · 

Jumlah Pendapatan 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

MEMUTUSKAN: 

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2017 ten tang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 8); 



BERITA DAERAH OTA SALATIGA TAHUN )-0\r NOMOR l\',- . 

Diundangkan di Salatiga 
pada tanggal 2. 'f O~Lr<\btr .!l.O\f 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, 

Ditetapkan di Salatiga 
.-----o.!l:rt a tanggal ~1 . 0~~b.€r. Wlt 

. LATIGA,/ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga'. · 

Pasal 6 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.: · 

Pasal 5 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-rah 
yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 4 
(1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. 

(2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan 
Sosial yang bersumber dari Anggaran .Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 3 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikot~ ini. 

Pasal 2 
Ringkasan Penjabaran Anggara.n Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
W alikota ini. 


